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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta
pertanggungan jawabnya.” (Q.S Ali Imran; 34)

“Change your life today. Don’t gamble on the future,
act now, without delay”

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Ayahanda dan Ibunda yang tercinta.
2. Kakakku yang sebagai Panutan.

3.
4

. Almamaterku.

Sahabat-sahabatku.
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ABSTRAK

Penulisan sknpst it dilatar belakangi olch adanya aturan baru mengenai uang kompensas:
untuk pekerja dalam Perjanjian Kena Waktu [ertentu (PK W) saat berakhirmya masa kena
vang diatur didalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kena Jo
Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Perjanpan Kerja Wakiu Tertentu,
Alih daya, Wakiu kena dan waktu istirhat. dan Pemutusan hubungan kera Hal ini Perlu
mengkaji lebih dalam mengenai hak pehena bagi PWKT yang telah mengikathan
perjanjian kena sebelum adanya aturan haru mengenar vang kompensast terscbut. Adapun
 permasalahan yang dihahas adalah 1 pengaturan pembayaran vang kompensasi oleh
perusahaan kepada pekerja dalam penanjian hena waktu terientu (PKWT) yang masth
herlangsung berdasarkan Peraturan Pemenntah Nomor 35 Lahun 2021 dan 2. Akibat
 hukum yang tmbul apabils perusahaan dengan pekena telah mengikatkan din pada
 perjanpan kena waktu tertentu (PKWT) yang masih berlangsung yang tidak mencrapkan
hetentuan pembayaran uvang hompensasi Pencliian im merupakan penelitian hukum
normatif yang mengpunakan pendekatan perundang-undangan (Statufe Approach) dan
 pendekatan  analisis  (Anahysis  Approach)  Penclinan menyimpulkan  bahwa:
1. Pengaturan Pembayamn Uang Kompensasi olch pengusaha kepada pekerja dalam
Perjanjian Kerga Waktu Tertentu (PKWT) yang masih berlangsung berdasarkan 'eraturan
Pemenntah Nomor 35 Tahun 2021 adalah bahwa pekena PKWIT mendapathan uang
kompensast dan pengusaha wapb membayamya pada saat berakhimya masa kena atau
hubungan kerja. sehagaimana diatur dalam Pasal 64 Peraturan Pemenntah Nomor 35
Tahun 2021 dan 2 Akibat hukum yang timbul apabila perusahaan dengan pekena telah
mengikatkan din pada perjanjian kena waktu tertentu (PKWT) yang masih berlangsung
~ yang udak menerapkan ketentuan pembayaran uang kompensasi adalah Pengusaha terscbut
 mendapathan sanksi administratf berupa teguran terfulis, pembatasan kepiatan usaha,
penghenuan sementara schagian atau seluruh alat produksi, pembekuan kegiatan usaha,
wehagamana diatur dalam Pasal 61 Peraturan Pemenntah Nomor 35 Tahun 2021

:
" Kata Kunci : Pengusaha, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Uang Kompensasi.
3 Pembimbing Utama, Pembimbing Pembantu,

=y ~ i
' Sriland L SILMI L Ahmat } S.IL M.
~ NIP. 197002071996032002 NIP. 196405301989031002

Ketua Bagian | m I’?{

NIP. 197307281998021001
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum perdata dikenal sebagai ketentuan yang mengatur hak-hak dan
kepentingan antar individu satu dengan individu yang lain maupun badan hukum
dalam bermasyarakat.! Kepentingan masyarakat tersebut untuk menyelesaikan
suatu permasalahan yang terjadi dimasyarakat, salah satu permasalahan yaitu
masalah dibidang ketenagakerjaan yang masih menjadi sorotan di jaman sekarang.
Untuk melindungi pekerja / buruh dari permasalahan perburuhan yang kompleks,
pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Di Indonesia
Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan yang masih berlaku pada saat ini yaitu
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Hadirnya
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan di
Indonesia, masalah ketenagakerjaan yang pada dasarnya merupakan hubungan
antar individu satu dengan individu yang lain maupun badan hukum, bukan lagi
menjadi ranah privat saja, tetapi melibatkan unsur negara didalamnya.

Hukum ketenagakerjaan mengatur hubungan kerja antara pekerja dengan
pengusaha, yaitu mengatur kepentingan individu dengan individu yang lain maupun
dengan badan hukum. Hubungan kerja tersebut mempunyai hak dan kewajiban
antara Pengusaha dengan pekerja, yang kemudian hak dan kewajiban tersebut

memiliki timbal balik antara satu dengan lainnya, yang diatur dalam peraturan

1 P.N.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Jakarta, Prenadamedia Group, 2018, him.7



perundang-undangan, kemudian dibuat atas dasar kesepakatan antara pengusaha
dengan pekerja yang dibuat dalam bentuk perjanjian kerja.?

Perjanjian kerja terdapat didalam aturan tersendiri yaitu pada Bab 7
KUHPerdata tentang persetujuan-persetujuan untuk melakukan pekerjaan dan
Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada Pasal 1601a
KUHPerdata, Pengertian dari perjanjian kerja merupakan hubungan kerja yang
dibuat didalam perjanjian kerja antar pengusaha dengan pekerja dengan waktu yang
telah ditentukan atau sementara dan diberikan upah. Pada Pasal 1 Angka 14
Undang-undang Ketenagakerjaan, yang dimaksud perjanjian kerja yaitu perjanjian
yang dibuat berisikan syarat-syarat antara pengusaha dengan pekerja yang
didalamnya memuat hak dan kewajiban antar pihak..>

Berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan bahwa perjanjian kerja dibagi
menjadi dua macam yaitu yang pertama Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
adalah perjanjian kerja antara pekerja / buruh dengan pengusaha untuk membuat
hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu dan Perjanjian
Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh

dengan pengusaha untuk membuat hubungan kerja yang bersifat tetap.*

2 Suhartoyo,” Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan
Nasional”, Adminitrative Law & Governance Journal, Vol.2, No. 2, 2019, Jawa Tengah, Fakultas
Hukum Universitas Dipenogoro, him.326-336

3 Mangaraja Manurung, ” Pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dalam Hubungan
Kerja Antara Pekerja/Buruh Dengan Pengusaha”. Jurnal Pionir LPPM, Vol. 2 No. 3, 2017,
Sumatera Utara, Universitas Asahan, him.2

4 Ni Putu Nita Erlina Sari, | Nyoman Putu Budiartha dan Desak Gede Dwi
Arini,.”Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Menurut
Undang-Undang No.13 Tahun 2003”. Jurnal Analogi Hukum, Vol. 2, No. 1, 2020, Denpasar Bali,
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, him. 125



Perusahaan lebih banyak menggunakan sistem pada PKWT dinilai sangat
praktis bagi pengusaha itu sendiri dikarenakan pengusaha tersebut mengeluarkan
bayaran lebih kecil dan tidak memerlukan tenaga kerja/pekerja dalam jumlah
banyak yang dimana menguntungkan bagi pengusaha itu sendiri. Pada umumnya
didalam suatu perusahaan memiliki pekerja yang banyak, setiap pekerja memiliki
beberapa tunjangan bagi kesejahteraannya yang harus diberikan oleh pengusaha
diantaranya tunjangan pemutusan hubungan kerja (PHK), tunjangan penghargaan
kerja, tunjangan pemeliharaan kesehatan dan lainnya, yang didapatkan oleh pekerja
PKWT yang biaya tersebut didapatkan. °

Namun dengan adanya pengaturan didalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Undang- Undang
Ketenagakerjaan), maka pengaturan mengenai perjanjian kerja patuh pada undang-
undang tersebut, yang kemudian ada perubahan kembali dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang
Cipta Kerja) dengan konsep Omnibus Law. Omnibus Law hadir di Indonesia
setelah Presiden RI menyampaikannya dalam pidato kenegaraan pada
pelantikannya sebagai Presiden di hadapan sidang MPR pada 20 Oktober 2019.
Omnibus law menjadi fokus presiden dengan tujuan agar dapat menyelesaikan
permasalahan tumpang tindihnya regulasi dan birokrasi.®

Konsep Omnibus Law ini merupakan konsep yang baru digunakan dalam

sistem perundang-undangan di Indonesia. Sistem ini biasanya disebut sebagai

5 Iman Soepomo, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, Jakarta, Unipress,cet 9,
2001, him.57

& Adhi Setyo Prabowo, “Politik Hukum Omnibus Law”. Jurnal Pamator, Vol 13, No. 1,
2020, Jawa Timur, Universitas Airlangga, him. 1



Undang-Undang sapu jagat karena mampu mengganti beberapa norma undang-

undang dalam satu peraturan. Selain itu konsep ini juga dijadikan misi untuk

memangkas beberapa norma yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan

zaman dan merugikan kepentingan negara.” Omnibus Law membentuk suatu

Undang-undang baru yaitu Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta

Kerja yang terdiri dari 15 Bab dan 186 Pasal yang mencakup 11 Klaster peraturan

yang diantaranya :

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

Perizinan dan kegiatan usaha.
Persyaratan investasi.
Ketenagakerjaan.

Koperasi dan UMKM.
Kemudahan berusaha.
Dukungan riset dan inovasi.
Administrasi pemerintahan.
Pengenaan sanksi.

Lahan dan hak atas tanah

10) Proyek pemerintah.

11) Kawasan ekonomi.

Terdapat perubahan, penghapusan maupun penambahan Pasal pada Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, salah satunya yaitu

penambahan aturan yang terdapat didalam pasal 81 Angka 17 Undang-undang

Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi :

7 Ibid., him. 4



“Diantara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 61 A
sehingga ditentukan sebagai berikut:

1) Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu berakhir sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (1) huruf b dan huruf c, pengusaha wajib
memberikan uang kompensasi kepada pekerja/ buruh.

2) Uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada
pekerja/buruh sesuai dengan masa kerja pekerja/buruh di perusahaan
yang bersangkutan.

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uang kompensasi diatur dalam
Peraturan Pemerintah.”

Pasal tersebut mengatur tentang uang kompensasi pada perjanjian kerja waktu
tertentu (PKWT), yang merupakan aturan baru didalam ketenagakerjaan.Yang
kemudian diatur lebih lanjut didalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021
tentang Perjanjian kerja waktu tertentu, Alih daya, Waktu kerja dan waktu istirahat,
dan Pemutusan hubungan kerja.

Aturan yang dimaksud Uang Kompensasi adalah Uang Kompensasi yang
diberikan oleh pengusaha atau perusahaan kepada pekerja saat jangka waktu
perjanjian kerja waktu tertentu berakhir dengan dihitung dengan masa kerja yang
paling sedikit satu bulan masa kerja secara Terus menerus.®

Menurut Mohammad Ikrar selaku Subkoordinator, Setditjen Pembinaan

Hubungan Indrustrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kementrian

8 Ady Thea DA, Penjelasan hukum terkait besaran pemberian uang kompensasi PKWT,
Diakses melalui https://www.hukumonline.com/berita/baca/It60619d15a689c/penjelasan-hukum-
terkait-besaran-pemberian-kompensasi-pkwt, Pada 24 September 2021, Pukul 16:41 WIB



Ketenagakerjaan Mengatakan bahwa karyawan kontrak atau PKWT Berhak
mendapatkan kompensasi saat berakhirnya PKWT. Kemudian Mohammad Ikrar
juga memberikan contoh apabila seseorang mulai bekerja sebelum terbitnya
Peraturan mengenai uang kompensasi, “seseorang mulai bekerja pada bulan Januari
2020 dan Berakhir pada Desember 2020, maka pekerja tersebut mendapatkan
kompensasi pada saat PKWT berakhir dan perhitungannya dimulai November 2020
karena ketentuannya demikian”.®

Penelitian ini menjelaskan bahwa munculnya aturan baru yaitu terbit Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan perjanjian yang masih
berlangsung atau terikat sebelum adanya aturan baru tersebut, penulis ingin
mengetahui hak dari pekerja untuk pengaturan uang kompensasi, dalam aturan baru
pada Pasal 61A Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian kerja waktu
tertentu, Alih daya, Waktu kerja dan waktu istirahat, dan Pemutusan hubungan
kerja, dalam pengaturan uang kompensasi.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahasnya secara
ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul : Pengaturan Pembayaran Uang
Kompensasi Dalam Perjanjian Kerja Waktu Teretntu (PKWT) Yang Masih

Berlangsung Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.

° Nur Fitriatus Shalihah, “Ramai soal Karyawan Kontrak Wajib Dapat
Kompensasi,Bagaimana Caranya”, diakses pada laman
https://mww.kompas.com/tren/read/2021/04/06/092900865/ramai-soal-karyawan-kontrak-wajib-
dapat-kompensasi-bagaimana-caranya-?page=all, pada 24 September 2021 Pukul 19:28 WIB



B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan

dibahas dalam penelitian penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan pembayaran uang kompensasi oleh perusahaan
kepada pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang masih
berlangsung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 ?

2. Apa akibat hukum yang timbul apabila perusahaan dengan pekerja telah
mengikatkan diri pada perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang masih
berlangsung yang tidak menerapkan ketentuan pembayaran uang

kompensasi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tujuan yang akan dibahas penelitian skripsi ini,

maka tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk Mengetahui dan menganalisis pengaturan pembayaran uang
kompensasi oleh perusahaan kepada pekerja dalam perjanjian kerja waktu
tertentu  (PKWT) vyang masih berlangsung berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.

2. Untuk Mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang timbul apabila
perusahaan dengan pekerja telah mengikatkan diri pada perjanjian kerja
waktu tertentu (PKWT) yang masih berlangsung yang tidak menerapkan

ketentuan pembayaran uang kompensasi.



D. Manfaat Penelitian.
Berdasarkan penelitian diatas, diharapkan dapat dijadikan referensi

memberikan manfaat kepada penulis dan pembaca, antara lain :

1. Manfaat Teoritis.
Hasil penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan
penjelasan dan informasi kepada penulis dan masyarakat sebagai
pengembangan ilmu pengetahuan dan penambahan pustaka yang
bermanfaat bagi keilmuan hukum Perdata, khususnya di pengaturan
pembayaran uang kompensasi oleh perusahaan kepada pekerja dalam
perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang masih berlangsung
berdasarkan Peraturan Pemerintan Nomor 35 Tahun 2021 dan akibat
hukum yang timbul apabila perusahaan dengan pekerja telah mengikatkan
diri pada perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang masih berlangsung

yang tidak menerapkan ketentuan pembayaran uang kompensasi.

2. Manfaat Praktis.
Hasil penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat
memberikan masukan secara praktis, dipergunakan sebagai bahan kajian,
refererensi, pedoman serta pengetahuan hukum perdata untuk para
pembaca, khususnya mahasiswa, masyarakat umum, Terutama bagi
pekerja yang masih mengikatkan dalam perjanjian yang masih
berlangsung ataupun praktisi antara pengusaha dan pekerja mengenai
pernerapan uang kompensasi dalam perjanjian waktu kerja tertentu

(PKWT) yang masih berlangsung.



E. Ruang Lingkup Penelitian.

Adapun ruang lingkup penelitian penulisan skripsi ini menjadi terarah dan
tersusun secara sistematis serta mengingat luasnya jangkauan hukum perdata maka,
ruang lingkup dalam penulisan skrispi ini adalah terbatas pada Pengaturan
pembayaran uang kompensasi oleh perusahaan kepada pekerja dalam perjanjian
kerja waktu tertentu (PKWT) yang masih berlangsung berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 dan akibat hukum yang timbul apabila
perusahaan dengan pekerja telah mengikatkan diri pada perjanjian kerja waktu
tertentu (PKWT) yang masih berlangsung yang tidak menerapkan ketentuan

pembayaran uang kompensasi.

F. Kerangka Teori.

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran, teori, atau tesis mengenai
suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis
yang disetujui maupun tidak disetujui.’® Teori berguna untuk menerangkan atau
menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus
diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak
benarannya.!! Teori yang akan digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan

oleh penulis adalah:

10 M. Solly Lubis, Filsafat IImu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 1994, him.80.
1 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Ul Press, 1986, him. 106
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1. Teori Kompensasi

Kompensasi adalah apapun yang didapatkan oleh pekerja sebagai balas
jasa untuk kerja mereka.? Kompensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
berarti imbalan berupa uang atau bukan uang (natura), yang diberikan kepada
karyawan dalam perusahaan atau organisasi.*®

Menurut Sjafri  Mangkuprawira, Kompensasi Adalah suatu yang
didapatkan oleh pekerja hasil dari jasa mereka pada perusahaan bersangkutan.
Jadi dapat disumpulkan, bahwa kompensasi bukan dalam bentuk Keuangan saja,
seperti yang langsung berupa upah, gaji, ataupun komisi, kemudian yang tidak
langsung dalam bentuk subsidi, pembayaran duit cuti, dana pensiun, asuransi,
maupun pendidikan dan lain-lainnya, namun juga bukan dalam segi keuangan
saja, yaitu dalam segi pekerjaan ataupun lingkup pekerjaan. Dalam bentuk
amanat, kepedulian, keluangan, penghargaan, selanjutnya lingkup pekerjaan
yaitu situasi kerja, pengelompokan kerja, kualitas dan rencana kerja. 14

Penulis menerapkan teori kompensasi ini dalam rangka untuk
menganalisis masukan rumusan masalah pengaturan pembayaran uang
kompensasi oleh perusahaan kepada pekerja dalam perjanjian kerja waktu
tertentu (PKWT) yang masih berlangsung berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 35 Tahun 2021 .

12 Burhanuddin Yusuf, Manajemen Sumber Daya Manusia. Depok, PT Rajagrafindo Persada,
2014, him.236

13 Kompensasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), W.J.S.Poerwadatminta,
Jakarta, PN Balai Pustaka, 1983, him.518. Online. Diakses melalui https://kbbi.web.id/pasti, pada
30 Agustus 2021. Pukul 15.34 WIB.

14 Burhanuddin Yusuf, Op.Cit., him 237
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2. Teori Perjanjian.

Kehidupan manusia sekarang perjanjian sangat erat dengan aktivitas yang
dilakukan oleh masyarakat. Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Menurut Subekti Perjanjian adalah suatu kejadian dimana seorang
melakukan perjanjian pada pihak lain atau dimana dua orang itu saling berjanji
untuk menjalankan suatu hal.'® Purwahid Patrik mendefinisikan dari perjanjian
sebagai perbuaan hukum, maksudnya adalah perbuatan yang timbulnya suatu keadaan
hilangnya hukum atau hubungan hukum apabila akibat yang dipebuhi pada perbuatan

dari orang tersebut.}” Untuk dapat dikatakan sah, perjanjian harus memenuhi
syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata,
yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

2. Kecakapan untuk membuat suatu perbuatan;

3. Suatu hal tertentu; dan

4. Suatu sebab yang halal.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata berisikan aturan yang mengatur
tentang macam-macam perjanjian diantaranya perjanjian jual-beli, perjanjian

pinjam-pakai, perjanjian sewa-menyewa dan lain-lain. Dikarena pada KUHPer

15 Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT. Pradnya Paramita,
Jakarta, 2008, him. 338.

16 P.N.H. Simanjuntak, Op.Cit., him. 285

17 purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994,
him.47
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pada buku ke 111 memiliki sifat annvullend recht dan asas kebebasan berkontrak
terdapat dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPer, sehingga jenis-jenis perjanjian
yang lain bisa saja ada sesuai melalui kepentingan subjek hukum.

Perjanjian Kerja diatur pada KUHPerdata dalam Pasal 1601 a dimana
pihak yang satu (siburuh) mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak
yang lain (simajikan) untuk sewaktu-waktu tertentu, melakukan pekerjaan
dengan menerima upah. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 Angka 14 memberikan pengertian yakni
“Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja/buruh dan pengusaha
atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua
belah pihak”.8

Penggunaan teori perjanjian dalam penelitian ini karena kebijakan aturan
baru yaitu Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo.
Peraturan Pemerintan Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian kerja waktu
tertentu, Alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan Pemutusan hubungan

kerja dalam pengaturan uang kompensasi.

3. Teori Kepastian Hukum.

Hukum bisa diartikan sebagai norma atau kaidah yang menjadi pedoman
masyarakat untuk berperilaku hukum tentunya memiliki tujuan untuk
memberikan keadilan, kemanfaatan, dan juga kepastian. Kepastian menurut

Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal (keadaan) pasti; ketentuan;

18 Sentosa Sembiring, Himpunan Peraturan Perundang-Undang Republik Indonesia Tentang
Ketenagakerjaan, Bandung, CV. Nuasa Aulia, 2005, him. 17.
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ketetapan.'® Kepastian yaitu suatu keadaan yang pasti, ketentuan / ketetapan.
Secara prinsip hukum haruslah pasti dan adil. Kata pasti sebagai petunjuk atau
tuntunan dalam berprilaku dan adil karena dari petunjuk atau tuntunan itulah
membantu dari aturan yang dianggap lazim. Dan juga adanya sifat yang adil dan
juga dilaksankan secara pasti hukum bisa berjalan dengan fungsinya. Kepastian
hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa terjawab secara normatif, bukan
sosiologi.?°

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua pengertian, yang pertama
adalah adanya peraturan umum yang harus diketahui oleh setiap orang terhadap
perubatan yang dapat dilakukan maupun yang tidak. Yang kedua yaitu adanya
aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang
boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi
individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang
bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan
atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.?

Kepastian sering dihadapkan dengan asas keadilan karena terdapat prinsip
dan asas utama dari penerapan hukum. Ke[astian hukum juga memili arti sebagai
jaminan untuk anggota masyarakat, bahwa negara ataupun pemerintah akan

memperlakukan masyarakat berdasarkan peraturan umum, supaya tidak terjadi

19 Kepastian.Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), W.J.S.Poerwadatminta, Jakarta,
PN Balai Pustaka, 1983, him.716 Online. Diakses melalui https://kbbi.web.id/pasti, pada 29 Agustus
2021. Pukul 19.47 WIB.

20 Ominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari, Memahami dan Memahami Hukum, Lakshang
Pressindo, Yogyakarta, 2010, him.59

21 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari IImu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung,
1999, him.23.
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tindakan yang bersifat sewenang-wenang. Kepastian hukum pada dasarnya
penafsirannya mengharuskan secara harfiah dari peraturan Undang-undang.?2

Kepastian hukum pada umumnya berkaitan dengan sumber hukum tertulis
yaitu maksudnya adalah sumber hukum tertulis pada lebih memberikan
kepastian hukum dari pada sumber hukum yang tidak tertulis yaitu kebiasaan.?®
Makna dari kepastian hukum, antara lain:

1. Bahwa hukum positif itu berupa perundang-undangan.

2. Bahwa hukum berdasarkan dari fakta, bukan hanya pada suatu
pandangan tentang penilaian hakim, seperti keinginan untuk baik atau
kesopanan

3. Bahwa fakta tersebut tidak bermuatan dari unsur kekeliruan dalam
penafsirannya dan tidak sulit dijalankan.

4. Hukum positif tersebut tidak boleh dijalankan pada perubahan secara
terus menerus.?*

Penggunaan teori dalam rangka pelindungan atau kepastian hukum dalam
pengaturan pembayaran uang kompensasi oleh perusahaan kepada pekerja
dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang masih berlangsung
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 dan akibat hukum

yang timbul apabila perusahaan dengan pekerja telah mengikatkan diri pada

22 Ridwan Syahrani, Kata-kata Kunci Mempelajari lImu Hukum, PT.Alumni, Bandung, 2009,
him.124.

2 Deasy Soeikromo, “Kepastian Hukum Pemenuhan Hak Kreditor Dalam Eksekusi Objek
Jaminan Hak Tanggungan Melalui Parate Eksekusi”, De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum, Voume
I, Nomor 1, 2016, Manado, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, him. 50.

24 Muammar Alay Idrus, “Keabsahan, Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Atas
Perwakafan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah Di Kecamatan
Sukamulia)”, Jurnal 1US, Volume 5, Nomor 1, 2017, Lombok Timur NTB, Universitas Gumung
Rinjani, him. 35.
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perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang masih berlangsung yang tidak

menerapkan ketentuan pembayaran uang kompensasi.

. Metode Penelitian.
Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah:
1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian skripsi ini merupakan yuridis normatif. Penelitian yuridis
/normatif adalah penelitian yang dijalankan dengan mengkaji dari teori-teori
hukum, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, konsep-konsep
hukum, putusan-putusan pengadilan, serta perjanjian-perjanjian antar para
pihak.?® Penelitian yuridis normatif dikerjakan dengan menganalisa dari permasalahan

yang dibahas didalam penelitian menggunakan teori hukum, asas hukum, peraturan

perundang-undangan, maupun perjanjian yang meciptakan argumen atau teori ilmiah.

2. Pendekatan Penelitian.

Pada penulisan ini digunakan beberapa pendekatan yaitu Pendekatan
perundang-undangan (Statute Approach), dan Pendekatan Analisis (Analysis
Approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah
undang-undang maupun peraturan yang berkaitan dengan penelitian yang
hendak di teliti.?® Dalam metode penelitian menggunakan pendekatan peraturan
perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki dan asas dalam peraturan
perundang-undangan. Dengan demikian pendekatan penelitian ini lebih

mengedepankan kepada legislasi dan regulasi. Kemudian Pendekatan Analisis

% Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, him.24
26 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2007, him.136.
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adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan
dalam aturan perundang-undangan secara konseptional sekaligus mengetahui

penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.

3. Bahan Hukum Penelitian.
Bahan Penelitian dari penulisan skripsi ini adalah bahan hukum sekunder
yaitu bahan hukum berupa:
a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang terdiri dari norma

dasar, peraturan perundang-undangan, aturan dasar, bahan hukum yang

tidak dikodifikasi, traktat, dan yurisprudensi yang berkaitan dengan objek
penelitian, yaitu:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan.

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang
Cipta Kerja.

4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021
Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Kerja dan Waktu
Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

5) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 tahun 2016 tentang Tata
Cara Pengawasan Ketenagakerjaan

b. Bahan Hukum Sekunder.
Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan

penjelasan terkait bahan hukum primer, yaitu berupa :
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1) Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dikaji
dalam penulisan hasil penelitian ini.

2) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penulisan
hasil penelitian ini.

3) Makalah-makalah hasil webseminar berkaitan dengan penulisan hasil
penelitian ini.

4) Jurnal hukum dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penulisan
hasil penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan

penjelasan dan petunjuk kepada bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder, berupa:

1) Kamus Hukum.

2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3) Ensiklopedia Terkait Internet.

4. Teknik Pengumpulan Hukum

Metode dalam pengumpulan bahan yang digunakan oleh penulis adalah
metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan adalah melalui
penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-Undangan,
buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.?” Dengan melakukan
kegiatan membaca, mencatat, mengutip, dan menelaah hal-hal yang berkaitan

dengan permasalahan untuk disajikan dalam skripsi.

27 Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tindakan Singkat,
Radjawali Pers, Jakarta, 1990, him.52.
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5. Analisis Bahan Hukum.

Penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif,
yaitu dengan cara mendeskripsikan bahan hukum yang sudah didapatkan yang
dibuat dalam bentuk uraian-uraian seterusnya disusun secara sistematis. Bahan
hukum yang diperoleh dari hasil penelitian disajikan dengan sebagaimana
mestinya sehingga penulis dapat memahami permasalahan yang diteliti.®
Penelitian kualitatif yaitu dengan meneliti bagaimana hukum itu diterapkan pada
fakta tertentu dan dengan melalui pengamatan terhadap Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja J.0 Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan

Hubungan Kerja.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan.

Penarikan kesimpulan merupakan suatu bentuk dari hasil akhir penelitian
yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan merupakan jawaban
atas rumusan masalah dalam penelitian yang dikemukakan secara jelas, singkat
padat, dan tepat sasaran terkait kebenaran hipotesa suatu penelitian.

Penelitian ini dibuat menggunakan teknik penarikan kesimpulan yang
dilakukan secara deduktif yaitu cara berpikir mendasar pada kejadian yang
bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan bersifat khusus berdasarkan

permasalahan yang akan dibahas.
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